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Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap pidana kerja
sosial dan kebijakan formulasi RUU KUHP terhadap pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara.
Penelitian ini adalah penelitian normative. Hasil penelitian adalah Kebijakan hukum pidana terhadap pidana
kerja sosial yaitu dalam kebijakan formulasi tahapan pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih
nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, pidana kerja sosial
sebagai alternative pidana penjara sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pemidanaan tidak lagi balas dendam
tetapi memperbaiki keadaan pelaku kejahatan agar dapat berguna dan bermanfaat. Pidana kerja sosial dapat
dijatuhkan jika musyawarah majelis hakim yang memeriksa suatu perkara memutuskan bahwa terdakwa akan
dijatuhi pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari 6 bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda kategori |
dan dalam penjatuhan pidana kerja sosial hakim wajib mempertimbangkan yaitu pengakuan terdakwa terhadap
tindak pidana yang dilakukan, usia layak kerja dari terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dan persetujuan terdakwa terhadap kerja sosial.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, RUU KUHP, Pidana Kerja Sosial

1. PENDAHULUAN

Politik kriminal merupakan suatu kebijakan
atau usaha rasional untuk menanggulagi kejahatan.
Usaha kebijakan untuk membuat peraturan hukum
pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat
dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.
Pada umumnya, pembentuk undang-undang selalu
menagatakan bahwa salah satu usaha
penanggulangan kejahatan adalah dengan
menggunakan hukum pidana dengan sanksinya
berupa pidana. Dalam praktik pemidanaan di
Indonesia, dapat diketahui pemikiran orang mengenai
pidana dan pemidanaan dewasa ini sedikit banyak
masih dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran pada
beberapa abad yang lalu, walaupun sekarang ini
sudah mulai berubah sesuai dengan perkembangan
zaman, ilmu pengetahuan yang baru. Penyusunan
konsep RUU KUHP pada hakikatnya merupakan
suatu upaya pembaruan keseluruhan sistem hukum
pidana yang terdapat dalam KUHP (lama) dan
undang-undang di luar KUHP yang di dalamnya
mencantumkan ketentuan pidana, termasuk undang-
undang hukum pidana yang dikenal dengan tindak
pidana khusus yang diatur di luar KUHP. RUU
KUHP sebagai karya anak bangsa telah banyak ahli
hukum, khususnya ahli hukum pidana baik generasi
tua maupun generasi mudah. Tujuan pemidanaan
sebagaimana dalam RUU KUHP tahun 2019 pada
Pasal 51, yaitu: mencegah dilakukannya Tindak
Pidana dengan menegakkan norma hukum demi
pelindungan  dan  pengayoman  masyarakat;

memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan
pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang
yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang
ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan
keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan
damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa
penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada
terpidana. Berangkat dari tujuan pemidanaan dari
pembaruan hukum pidana dalam RUU KUHP
tersebut ada beberapa kebijakan hukum pidana
dikriminalisasi dalam konteks penghukuman atau
pemidanaan, yang tidak saja berorientasi pada
hukuman penjara melainkan ada yang bersifat
alternatif. Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan
masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang
dijadikan tindak pidana dan penalisasi yaitu sanksi
apa yang sebaiknya dikenakan pada pelaku tindak
pidana. Sistem pimidanaan (the sentencing system)
adalah “aturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan”
(the statutory rules relating to penal sanctions and
punishment). Hukum pidana sebagai ultimum
remidium, yaitu upaya terakhir guna memperbaiki
tingkah laku manusia, terutama penjahat serta
memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak
melakukan kejahatan. Oleh karena hukum pidana
sebagai upaya terakhir dalam RUU KUHP selain
memberikan saksi penjara juga mengatur menganai
pidana alternative, karena selama ini penjatuhan
pidana atau pemberian sanksi sebagai parameter
keadilan yang paling diandalkan ialah sanksi pidana
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penjara. Namun dalam kebijakan legislative dalam
draf RUU KHUP tahun 2010 sampai dengan 2019
paradigmanya mulai bergeser tidaklah mengfokuskan
pada upaya penjatuhan sanksi pidana sebagai
parameter keadilan tetapi juga mengembangkan
alternative sanksi dengan memasukan altenatif sanksi
pidana antara lain pidana pengawasan, kerja sosial,
pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban
adat.

Pidana kerja sosial dalam padandangan
Muladi bahwa pidana kerja sosial pada hakekatnya
merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan,
bahkan berbagai negara di Eropa jenis pidana kerja
sosial sedah berkembang dengan baik. Dalam RUU
KUHP tahun 2019 mengatur mengenai pidana kerja
sosial sebagaimana dalam Pasal 65 ayat 1 huruf e.
Berdasarkan rancangan KUHP Tahun 2019 Pasal 57
yaitu: “Dalam hal Tindak Pidana diancam dengan
pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana
pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan jika
hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat
menunjang  tercapainya tujuan  pemidanaan.”
Penjatuhan pidana sosial merupakan tujuan hukum
pidana dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim
wajib menegakkan hukum dan keadilan dalam
memberikan sanksi. Pemberian sanksi pidana dalam
RUU KUHP dilihat dari konsep tersebut tidak terlalu
kaku dan Kketat, sehingga ada hal-hal pertimbangan
hukum vyang menjadi alternative hakim dalam
menjatuhkan putusan. Orientasi hukum pidana
mengacu asas legalitas tidak lagi bersifat absolut dan
mempunyai makna hakim dapat menerapkan
keadilan di masyarakat lihat dari perbuatan mana
yang memiliki sanksi sosial tertinggi atau dominan
mempengaruhi cara berpikir hakim untuk menetukan
hukuman.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian hukum
normatif. Penelitian normatif yaitu sering kali hukum
dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam
peraturan perundang-undangan (law in books) atau
hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau horma yang
merupakan patokan berprilaku manusia yang
dianggap pantas. Penelitian hukum normatif yaitu
penelitian yang mempunyai objek kaidah dan aturan
hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan
menemukan landasan hukum vyang jelas dalam
meletakan persoalan prespektif hukum. Metode
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute
Approach), pendekatan peraturan  perundang-
undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan
legislasi dan regulasi. Ratio legis dan dasarontologis
suatu  undang-undang  untuk  mengukapkan
kandungan filosofis yang ada dalam undang-undang
tersebut, sehingga dapat disimpulakan ada tidanya
benturan filosofis dalam undang-undang. Pendekatan
Historis (Historical Approach) vyaitu pendekatan
historis dilakukakan dalam kerangka pelacakan

sejarah lembaga hukum dari waktu kewaktu.
Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk
memahami filosofis aturan dari waktu kewaktu.
Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach),
yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji
literatur-literatur yang ada kaitannya dengan
permasalahan yang akan dikaji.Seperti buku-buku,
Jurnal, Tesis, Desertasi dan karya ilmiah lainnya.
Dalam Penelitian ini bahan-bahan hukum yang
dipakai terdiri dari bahan hukum primer adalah bahan
hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat terdiri dari, yaitu Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), Rancangan Undang-Undang
Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun
2019 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang
sifatnya menjelaskan bahan hukum primer dan Bahan
Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan sekunder. Setelah isu hukum ditetapkan,
penelitian selanjutnya akan melakukan penelusuran
untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan
terhadap isu hukum yang dihadapi titik hal ini akan
tergantung pada jenis pendekatan yang digunakan
misalnya pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pidana Kerja
Sosial

Kebijakan hukum pidana (penal policy) atau
kebijakan kriminal (criminal policy) terhadap suatu
kejahatan merupakan bagian integral dari politik
sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial
(social walfare). Hal ini sesuai dengan pendapat
Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai
penegakan hukum agar dapat efektive harus melalui
politik hukum pidana (criminal policy) atau
kebijakan hukum pidana yang rasional. Penegakan
hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga
tahap vyaitu tahap formulasi (tahap Kkebijakan
legislatif), tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif),
dan tahap eksekusi (tahap kebijakan administrasi).
Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum
pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-
undang. Dalam tahapan ini pembentuk undang-
undang melakukan kegiatan memilih memilih nilai-
nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa
kini dan masa yang akan datang, kemudian
merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-
undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-
undangan pidana yang paling baik dalam arti
memenuhi syarat keadilan dan daya guna. tahap ini
juga disebut tahap kebijakan legislatif. Dengan
demikian, bahwa kebijakan formulasi / legislatif
merupakan salah satu dari (tiga) rangkaian proses
kebijakan hukum pidana sebagaimana yang telah
dijelaskan sebenarnya dan menjadi substansi/pokok
dalam membahas kebijakan formulasi. Kebijakan
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formulatif adalah  kebijakan terkait dengan
pembentukan norma hukum. Pembentukan kebijakan
norma hukum berbentuk undang-undang harus
berdasarkan undang-undang. Undang-undang nomor
12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. Pembentukan hukum harus
memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan
norma yang umum, yang mengakomodir kebutuhan
masyarakat dan kepentingan umum.

Untuk mencapai tujuan nasional melalui
hukum pidana, secara bertahap telah dilaksanakan
kebijakan legislasi nasional. Berbagai Rancangan
Undang-Undang baru atau revisi yang di dalamnya
mengatur aspek pemidanaan telah dilakukan. Hanya
saja problem utama yang dihadapi bangsa Indonesia
adalah masih belum digantinya hukum pidana induk
(kodifikasi) yang dimuat dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Buku |
yang memuat Ketentuan Umum, sebagai instrumen
dan barometer hukum pidana nasional Indonesia.
Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia
yang begitu cepat dan tuntutan akan keadilan begitu
kuat, rumusan hukum pidana yang dimuat dalam
KUHP tidak lagi mampu dijadikan dasar hukum
untuk mengatasi problem kejahatan dan tuntutan
keadilan. Kebijakan legislatif merupakan kebijakan
(policy) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu
di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena
itu, sering juga kebijakan legislatif disebut dengan
istilah "kebijakan formulatif". Kebijakan legislatif
(formulatif) merupakan tahap paling strategis dari
keseluruhan proses operasionalisasi/fungsionalisasi
dan konkretisasi (hukum) pidana. Oleh karena itu,
untuk mengefektifkan berfungsinya pidana penjara
atau pidana perampasan kemerdekaan pada
umumnya. Pemahaman suatu rancangan
pembaharuan hukum pidana dititikberatkan pada
karateristik hukum pidana yang terkandung dalam
kehidupan masyarakat dan ideologi bangsa
Indonesia, yaitu Pancasila. Aktivitas ini dilakukan
oleh alat Negara dalam penegakan hukum.
Ketentuan-ketentuan hukum pidana diharapkan selalu
dilakukan revisi sehingga dapat mencerminkan
kehidupan dan perkembangan masyarakat yang
menjadi subyek serta objek dari suatu perundangan.
Penetapan  jenis sanksi  pidana, rancangan
pembaharuan hukum pidana menambahkan beberapa
jenis pidana baru, yakni pidana pengawasan dan
pidana kerja sosial serta pidana penggantian rugi
terhadap korban tindak pidana.

RUU KUHP merupakan salah satu upaya
pemerintah  untuk  menyusun  suatu  sistem
rekodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan
untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk
hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia
Belanda. Sejak kemerdekaan, KUHP warisan
kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht voor
Nederlandsch Indie) telah berkembang secara masif.
Hukum pidana Indonesia yang saat ini berlaku perlu
mengatur tentang jenis pidana kerja sosial, tetapi

masih dirancang dalam buku satu RUU KUHP tahun
2015. Sosialisasi rencana pemberlakuan jenis pidana
baru ini perlu dilakukan agar memperoleh dukungan
dari masyarakat Indonesia titik ini didasarkan pada
pendapat Joseph F. Shelley (1991:5) bahwa: Public
knowledge of criminal sanctions is not a minor
matter, Legislatures often attempt to control crime
through general deterrence, meaning that they
increase or alter the penalty for an offense in order
to deter persons who might commit the offense. But
changes in criminal sanctions can scarcely have a
deterrenteffectnif the public is unaware of them.
Hence, publicizinga new sanction can be as critical
as enacting it. Terjemahan bebas: “Pengetahuan
publik tentang sanksi pidana bukanlah masalah kecil,
Badan Legislatif sering berupaya mengendalikan
kejahatan melalui pencegahan umum, artinya mereka
menambah atau mengubah hukuman untuk suatu
pelanggaran untuk mencegah orang yang mungkin
melakukan pelanggaran. Tetapi perubahan sanksi
pidana hampir tidak memiliki efek jera jika publik
tidak menyadarinya. Oleh karena itu,
mempublikasikan sanksi baru bisa sama pentingnya
dengan memberlakukannya.”

Pidana kerja sosial adalah suatu hal yang
cukup menarik, karena ini merupakan jenis pidana
yang baru apabila nantinya diterapkan pada KUHP
Indonesia. Pidana kerja sosial merupakan salah satu
jenis pidana pokok yang diatur pada Pasal 65 dan
Pasal 86 RUU KUHP tahun 2010. Pada penjelasan
kedua pasal tersebut dijelaskan bahwa munculnya
jenis pidana kerja sosial adalah sebagai alternative
pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dan
denda yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dan
perampasan kemerdekaan jangka pendek dalam hal
ini adalah pidana penjara dan kurungan. Pandangan
Andi Hamzah  bahwa  secara  kronologis
perkembangan jenis pidana, pidana kerja sosial
merupakan jenis sanksi pidana generasi keempat
yang muncul karena adanya fakta bahwa pidana
denda (sebagai pidana generasi ke-3) kurang efektif
jika diterapkan secara luas di masyarakat. Pidana
kerja sosial dalam perkembangannya mengalami
modernisasi, yakni menghilangkan sifatnya sebagai
pidana kerja paksa “forced labour” serta berubah
penampilannya sebagai “a voluntarily underteken
obligation” dalam rangka menghindari pidana
perampasan kemerdekaan, serta dapat merupakan
pidana yang bersifat mandiri maupun sebagai
alternatif pidana penjara jangka pendek dalam
kerangka pidana bersyarat “suspended sentence”.
Pidana kerja social/community service order sebagai
alternative  lain  dari  pidana  perampasan
kemerdekaan(penjara) akan menghilangkan dampak
negatif dari kehidupan di penjara serta akan
menimbulkan rasa malu pada diri terpidana sendiri,
sebab kerja sosialnya dapat secara langsung dilihat
masyarakat, di samping itu juga kerja sosialnya
secara langsung membawa manfaat bagi masyarakat.
Bentuk pidana kerja sosial dapat dilaksanakan
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dirumah sakit, panti asuhan, panti lansia, sekolah
maupun lembaga sosial lainnya, yang sedapat
mungkin akan disesuaikan dengan profesi, keahlian
dan keterampilan terpidana. Pidana ini juga akan
mengurangi  padatnya penjara yang  sangat
mengganggu keberlangsungan pembinaan di penjara.

Pengertian pidana kerja sosial tidak dijelaskan
dalam pasal 83 RUU KUHP. Menurut Widodo
berpendapat, pengertian pidana kerja sosial adalah
jenis pidana berupa pelaksanaan pekerjaan tertentu
oleh terpidana di masyarakat tanpa mendapatkan
upah berdasarkan persyaratan yang diatur oleh
peraturan  perundang-undangan dan  putusan
pengadilan. Dalam konteks ini, putusan pengadilan
tersebut dianggap sebagai perintah (orders) terhadap
terpidana yaitu tentang jangka waktu pelaksanaan
pidana dan tempat pelaksanaan pidana. Persyaratan-
persyaratan pidana kerja sosial diuraikan dalam pasal
83 RUU KUHP. Pidana kerja sosial tersebut dapat
digunakan sebagai alternatif pengganti penjatuhan
pidana jangka pendek titik uraian ini didasarkan pada
ketentuan RUU KUHP pasal 83 dan penjelasannya,
bahwa pidana kerja sosial dapat diterapkan kan
sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan
pidana denda yang ringan titik secara eksplisit dalam
buku 2 RUU KUHP tidak ada satupun tindak pidana
yang diancam dengan pidana kerja sosial. Karena itu
ancaman pidana tersebut bersifat alternatif yaitu jika
hakim menganggap bahwa terdakwa layak dijatuhi
pidana kerja sosial.

Salah satu pertimbangan yang harus
diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial
adalah harus ada persetujuan terdakwa sesuai dengan
ketentuan dalam Forced Labour Convention (Geneva
Convention 1930), the Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental freedom (Treaty
of Rorne 1950), the Abolition of Forced Labour
Convention (the Geneva Convention. 1957) dan The
International Convenant on Civil and Political Rights
(the New York Convention, 1966). Maka pidana kerja
sosial adalah pidana alternative dari pidana penjara
paling terakhir, merupakan alternative bagi terdakwa
dengan adanya syarat persetujuan dari terdakwa.
Kebijakan formulasi RUU KUHP terhadap
Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana
penjara

Pembentukan KUHP baru untuk
menggantikan WvS (KHUP) yang sekarang berlaku
sudah cukup lama dilakukan. Pada pembentukan
konsep RUU KUHP 1964, 1968, dan 1972 belum
ditemukan adanya pengaturan tentang pedoman
pemidanaan. Kemudian RUU KUHP 1982/1983,
1987/1988, 1990/1992 ada diatur pedoman
pemidanaan. Berikutnya, RUU KUHP 1994,
1997/1998, 2000/2002 tidak di temukan pengaturan
pedoman pemidanaan. Terakhir dalam RUU KUHP

2004/2008, 2011/2012, 2014/2015, 2017/2018
kembali di temukan pengaturan  pedoman
pemidanaan. Menurut Marcus Priyo Gunarto

perbedaan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP,

dalam RUU KUHP telah dirumuskan mengenai
tujuan dan pedoman pemidanaan. Dalam Pasal 51
RUU KUHP 2019 tujuan Pemidanaan vyaitu 1.
mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan
menegakkan norma hukum demi pelindungan dan
pengayoman masyarakat; 2. memasyarakatkan
terpidana dengan mengadakan pembinaan dan
pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan
berguna; 3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan
akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan,
serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam
masyarakat; dan 4. menumbuhkan rasa penyesalan
dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Selanjunya dalam Pasal 52 RUU KUHP tahun 2019
“Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan
martabat manusia.” Menurut Barda Nawawi Arief,
dalam mengidentifikasikan tujuan pemidanaan, RUU
KUHP bertolak dari keseimbangan dua sasaran
pokok, yaitu “pelindungan masyarakat” termasuk
korban kejahatan dan “pelindungan/pembinaan
individu pelaku tindak pidana”. Bertolak dari
keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka syarat
dan hakikat pemidanaan juga bertolak dari pokok
pemikiran keseimbangan monodualistik.

Dilihat dari fungsi hukum pidana menurut
pandangan Barda Nawawi Arief, memberikan
perlindungan  terhadap  kepentingan  person,
masyarakat, dan Negara. Secara umum sebuah pidana
bertujuan untuk memberikan penderitaan istimewa
(bijzonder leed) kepada pelanggar supaya ia
merasakan akibat perbuatannya (teori absolut).
Dalam upaya hukum pidana memberikan sanksi
kepada pelanggara dalam RUU KUHP baik tahun
2015, 2012, 2018, dan 2019 mencari rumusan sanksi
yang tepat, agar perbuatan tersebut dapat disadari
oleh pelanggar bahwa perbuatan yang dilakukan
salah atau tercela bukan saja menurut undang-undang
tetapi tercela menurut masyarakat. Sehingga
memberikan pidana tidak untuk merendahkan
martabat manusia, sehingga konsep hukum pidana
dalam RUU KUHP memberikan pidana altenatif
selain pidana penjara termasuk hal menarik dalam
RUU KUHP ada pidana kerja sosial, artinya
masyarakat didik dalam pemberian hukuman dengan
cara-cara yang baik sesuai dengan kultur bangsa
Indonesia. Berangkat dari tujuan pemidanaan di atas
dan makna yang terkandung dalam Pasal 52 RUU
KUHP tahun 2019 “Pemidanaan tidak dimaksudkan
untuk merendahkan martabat manusia.” Memberikan
pemikiran positif bagi penegakan hukum untuk
berupaya penegakan hukum dengan hati nurani.
Dengan demikian norma atau substansi hukum
memberikan pidana altenatif sebagai upaya mencapai
tujuan pidana dan pemidanaan.

Pidana alternative memberikan kebebasan
terhadap manusia untuk bebas tanpa harus tahan
dalam rumah tahanan dalam kurung waktu yang
cukup lama, sebagaimana diketahui bahwa pidana
penjara adalah merampas kemerdekaan karena
dikurung dipisahkan dari masyarakat umumnya.
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“Pidana penjara adalah suatu pidana berupa
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang
terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang
tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan,
dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua
peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga
pemasyarakatan yang dikaitkan dengan ...”. Dengan
adanya pidana alternative memberikan kebebasan
bagi manusia, sebagai jaminan untuk kebebasan
hidup. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi yaitu
Pasal 28I: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,
hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk
diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku
surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun.” Ayat (4):
“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab
negara, terutama pemerintah.”

Kebebasan eksistensial pada hakekatnya
terdiri dalam kemampuan manusia untuk menentukan
dirinya sendiri titik sifatnya positif, artinya
kebebasan itu tidak menekankan segi bebas dari apa,
melainkan bebas untuk apa titik kita sanggup untuk
menentukan tindakan kita sendiri. kebebasan itu
mendapatkan wujud yang positif dalam tindakan kita
yang disengaja. Tindakan itu bukan sesuatu diluar
manusia titik tindakan adalah 1 dengan diri saya
sendiri titik dalam tindakan diri saya sendiri
bertindak, diri saya sendiri yang terlibat. Saya
menjadi diri saya melalui tindakan saya. Bahkan
dapat dikatakan bahwa saya berada dalam bertindak
titik maka kebebasan eksistensial tidak hanya berarti
bahwa saya menentukan tindakan saya, melalui
tindakan saya menentukan diri saya sendiri. Maka
kebebasan adalah tanda dan ungkapan martabat
manusia. Karena kebebasannya manusia adalah
makhluk yang otonom yang menentukan diri sendiri
yang dapat mengambil sikap nya sendiri titik itulah
sebabnya kebebasan adalah mahkota martabat kita
sebagai manusia. Secara sederhana kebebasan sosial
merupakan kebebasan dalam hubungan dengan
kehendak orang lain. Keyakinan bahwa manusia
bebas merupakan suatu kepastian yang disetujui
umum. Tujuan pemidanaan memberikan kebijakan
mengenai pidana alternative selain pidana penjara,
melalui kebiajakan legislative dalam RUU KUHP
2019 terdapat beberapa pidana altenatif yang masuk
katagori pidana pokok. Dalam Pasal 65 ayat (1)
Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
huruf a terdiri atas pidana pokok, selanjutnya dalam
Pasal 65 ayat (1) Pidana pokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas yaitu
pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan,
pidana denda dan pidana kerja sosial. Urutan pidana
pokok tersebut menentukan berat atau ringannya
pidana.

Pasal tersebut di atas pidana altenative selain
pidana penjara masuk katagori pidana pokok, urutan

sesuai berat ringannya urutan pidana, sehingga
pidana alternative terdiri dari pidana tutupan, pidana
pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.
Pidana sosial sebagai pidana alternative pidana
penjara belum diatur kriteria-kriteria pidana dan saksi
pidananya. Maka hakim sebisa mungkin menerapkan
pidana alterantif selain pidana penjara, sebagai
implementasi tujuan pidana dan pemidanaan dan juga
memberikan hukuman vyang tidak merendahkan
harkat dan martabat manusia. Yang paling mungkin
diterapkan pidana altenatif selain pidana penjara
yaitu pidana kerja sosial. Pola penjatuhan pidana
kerja sosial diatur dalam Pasal 86 RUU KUHP 2010
yang pada intinya yaitu 1. Pidana kerja sosial
digunakan sebagai pidana pengganti penjara yang di
bawah 6 bulan dan pidana denda di bawah katagori
satu I, 2. Pidana kerja sosial harus mendaptkan
persetujuan dari terpidana agar terhindar dari tuduhan
kerja paksa dan maksimal dilakukan selama 12 bulan
dengan pembatasan 240 jam untuk umur di atas 18
tahun dan 120 jam untuk di bawah umur 18 tahun, 3.
Jenis pekerjaan sosial yang dilakukan adalah
berbagai kegiatan sosial di rumah sakit, rumah panti
asuhan, sekolah atau lembaga-lembaga sosial
lainnya, dengan semaksimal mungkin disesuaikan
dengan profesi terpidana.

Pidana denda ditentukan dengan berdasarkan
kategori-kategori yang diatur dalam Pasal 79 RUU
KUHP tahun 2019, yaitu sebagaimana dalam tabel di
bawah berikut:

No. Kategori Uang denda Terbilang

1. | Rp1.000.000,00 satu juta rupiah

2. 1 Rp10.000,000,00 sepuluh juta rupiah

3. M Rp50.000,000,00 lima puluh juta
rupiah

4. [\ Rp200.000.000,00 dua ratus juta rupiah

5. v Rp500.000.000,00 lima ratus juta
rupiah

6. VI Rp2.000.000.000,00 dua miliar rupiah

7. VIl Rp5.000.000.000,00 lima miliar rupiah
lima puluh miliar

8. Vil Rp50.000.000.000,00 rupiah

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (3)
RUU KUHP 2010 bahwa pelaksanaan pidana kerja
sosial tidak boleh dikomersialkan. Hal ini berkaitan
dengan esensi dari tindak pidana kerja sosial itu
sendiri mengutamakan bentuk pembinaan bukan
untuk dikomesrsilkan. Hal ini senada dengan Widodo
bahwa terpidana kerja sosial ini tidak diberi upah atas
pekerjaannya karena sifatnya sebagai pidana (work as
a penalty), oleh karena itu pelaksanaan pidana ini
tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat
komersial. Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk
menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yang
bersangkutan baik secara fisik maupun mental dalam
menjalani pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial
dapat dijatuhkan jika musyawarah majelis hakim
yang memeriksa suatu perkara memutuskan bahwa
terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya
tidak lebih dari 6 bulan atau pidana denda tidak lebih
dari denda Kkategori I. Hal ini didasarkan pada
ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan (2) RUU KUHP.
Selain itu, dalam penjatuhan pidana kerja sosial
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hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:
pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang
dilakukan; usia layak kerja dari terdakwa berdasarkan
peraturan  perundang-undangan yang  berlaku;
persetujuan terdakwa terhadap Kerja sosial, yaitu
sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal
yang berhubungan dengan pidana Kkerja sosial;
riwayat sosial terdakwa; perlindungan keselamatan
kerja terdakwa; keyakinan agama dan politik
terdakwa; dan kemampuan terdakwa membayar
denda. Untuk melihat nilai keadilan dalam
pembaharuan sanksi pidana dan agar pembaharuan
sanksi sanksi pidana menghasilkan sanksi pidana
yang bermartabat, yaitu budaya taat Hukum, baik
oleh masyarakat, aparat maupun pemerintah sesuai
dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.
Tindak  pidana yang dapat diterapkan pidana
alternative selain pidana penjara yang terdapat dalam
kriteria-kriteria dalam Pasal 70 RUU KUHP karena
makna frasa “sedapat mungkin” tidak dijatuhkan
pidana penjara dalam pasal tersebut memberikan
ruang hakim untuk menjatuhkan pidana alternative.
Selain itu hakim tidak semata-mata terpaku pada
pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa tetapi
hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, bila
perlu mengutamakan keadilan dari pada kepastian
hukum.

Dari uraian tersebut bahwa pidana kerja sosial
merupakan alternative pidana penjara yang jangka
pendek dan ketika pidana denda tidak mampu
dibayar, karena pidana kerja sosial berada diurutan
terakhir dalam pidana pokok, karena urutan
menetukan berat ringannya saksi pidana. Sedangkan
menurut Tommy Leonard bahwa dalam RUU KUHP
tahun 2012 Pidana kerja sosial merupakan upaya
untuk  mencari alternatif pidana perampasan
kemerdekaan yang bertolak dari kenyataan bahwa
pidana pengaharampasan kemerdekaan semakin tidak
disukai baik dengan pertimbangan kemanusian,
perimbangan filososfi, maupun ekonomi. Berbeda
dengan RUU KUHP tahun 2010 pidana kerja sosial
diancamkan secara alternatif dan ditulis dalam urutan
kedua setelah ancaman pidana penjara. Ancaman
pidana kerja sosial secara jelas (Lex certa) dalam
suatu pasal dalam RUU KUHP tersebut diperlukan
untuk memberikan petunjuk kepada hakim, karena
selama ini banyak hakim di Indonesia cenderung
mengaktualisasikan paham lebih legisme, sehingga
undang-undang dianggap perintah penguasa yang
harus dijalankan. Bahwa syarat-syarat agar terdakwa
yang dapat dijatuhi pidana Kkerja sosial, yaitu a.
terdakwa memenuhi ketentuan pasal 71 RUU KUHP
yang mengatur tentang keadaan keadaan yang
memungkinkan terdakwa tidak dijatuhi pidana
penjara; b. Selain dijatuhi pidana kerja sosial,
terdakwa memungkinkan dijatuhi pidana tambahan
berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana
diatur dalam RUU KUHP. Pidana Kkerja sosial
merupakan jenis pidana yang harus dijalani oleh
terpidana di luar lembaga dengan melakukan

pekerjaan pekerjaan sosial, pidana kerja sosial ini
tidak dibayar karena sifatnya (work as a penalty).

4. KESIMPULAN

Kebijakan hukum pidana terhadap pidana
kerja sosial yaitu dalam kebijakan formulasi tahapan
pembentuk undang-undang melakukan Kkegiatan
memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan
situasi masa kini dan masa yang akan datang, pidana
kerja sosial sebagai alternative pidana penjara
sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pemidanaan
tidak lagi balas dendam tetapi memperbaiki keadaan
pelaku kejahatan agar dapat berguna dan bermanfaat.
Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan jika musyawarah
majelis hakim yang memeriksa suatu perkara
memutuskan bahwa terdakwa akan dijatuhi pidana
penjara yang lamanya tidak lebih dari 6 bulan atau
pidana denda tidak lebih dari denda kategori | dan
dalam penjatuhan pidana kerja sosial hakim wajib
mempertimbangkan yaitu pengakuan terdakwa
terhadap tindak pidana yang dilakukan, usia layak
kerja dari terdakwa berdasarkan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan persetujuan
terdakwa terhadap kerja sosial.
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